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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuamn untuk mengetahui kompetensi Peradilan Agama 

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah menurut Undang-Undang 

Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, serta mengetahui penyelesaian sengketa 

Ekonomi Syariah menurut hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif 

Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang 

dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and 

documentation). Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan, salah satunya kekuasaan peradilan agama.Sejarah keberadaan hukum 

Islam yang secara tegas telah menjadi hukum positif di Indonesia sudah diketahui 

secara umum, awalnya hukum Islam hanya meliputi wilayah hukum keluarga dan 

kehartabendaa. Dalam kompilasi hukum Islam tersebut mengatur hubungan hukum 

yang bersifat keperdataan, namun secara yuridis tidak termasuk didalamnya 

hubungan hukum dalam bidang ekonomi syariah. Untuk memenuhi hal tersebut, 

maka pemerintah membentuk suatu peradilan khusus yaitu Peradilan Agama yang 

awalnya diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama  No. 7 Tahun 1989  

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi peradilan agama 

diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi syariah, sebagai salah satu 

bidang kompetensinya. Artinya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini 

menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi 

kompetensi absolut peradilan agama. Ada dua opsi yang ditempuh dalam  

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan 

atau  non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang 

memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi 

syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keIslaman dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan ini tertuang dalam Pasal 49 huruf i  Undang-

Undang No. 3 tahun 2006 dan  Pasal 55 angka 1 Undang-Undang Perbankan 

Syariah No. 21 tahun 2008.   
 

Kata kunci : Kompetensi, Peradilan Agama, Memeriksa,  Sengketa Ekonomi 

Syariah 
 



ABSTRACT 

This study aims to determine the competence of the Religious Courts in 

resolving Islamic economic disputes according to the Law of the Religious Courts 

Number 3 of 2006, and to determine the resolution of Islamic Economic disputes 

according to positive law in Indonesia. In this study, the method used is normative 

juridical with normative analytical descriptive research specifications. Types of 

data include Primary Data and Secondary Data collected through library research 

and documentation (library and documentation). One of the important principles of 

the rule of law is the guarantee of an independent judicial power, which is free from 

the influence of other powers to administer justice to uphold law and justice, one of 

which is the power of religious courts. The history of the existence of Islamic law 

which has explicitly become positive law in Indonesia is well known. In general, 

initially Islamic law only covered the area of family law and property. The 

compilation of Islamic law regulates legal relations of a civil nature, but juridically 

it does not include legal relations in the field of sharia economics. To fulfill this, 

the government established a special court, namely the Religious Courts which was 

originally regulated in the Law on Religious Courts no. 7 of 1989 as amended by 

Law Number 3 of 2006. In Law Number 3 of 2006, the competence of the religious 

courts was expanded to include, among others, sharia economics, as one of its areas 

of competence. That is, Law no. 3 of 2006 explicitly confirms that sharia economic 

issues have become the absolute competence of religious courts. There are two 

options taken in the settlement of sharia economic disputes, namely through the 

litigation process in court or non-litigation. The Religious Courts are judicial power 

institutions that have absolute authority to examine and adjudicate sharia economic 

disputes. This is in accordance with the principle of Islamic personality and the 

provisions of the applicable laws and regulations and this is stated in Article 49 

letter i of Law no. 3 of 2006 and Article 55 point 1 of the Sharia Banking Law no. 

21 of 2008. 
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PENDAHULUAN 

Kesadaran dan semangat 

untuk menerapkan lebih banyak lagi 

norma ajaran Islam melalui 

kekuasaan (legislasi) semakin 

tumbuh di era reformasi ini. 

Sementara semangat reformasi di 

dunia peradilan menumbuhkan tekad 

agar semua lembaga peradilan berada 

dalam satu wadah penyelenggara 

kekuasaan kehakiman di bawah 

Mahkamah Agung (one roof sistem ). 

Konsekuensinya Undang-undang 

mengenai lembaga peradilan harus 

direvisi sesuai dengan semangat satu 

atap dunia peradilan di Indonesia 

tersebut. Manakala Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 direvisi, 

legislator memanfaatkan bukan hanya 

merubah status organisasi, 



administrasi dan finansial yang 

semula berada di bawah Departemen 

Agama menjadi di bawah Mahkamah 

Agung, namun juga dilakukan 

perluasan wewenang, sejalan dengan 

semangat untuk menerapkan lebih 

banyak lagi ajaran Islam melalui 

hukum nasional. Kompetensi baru 

meliputi bidang : zakat, infaq dan 

ekonomi syari’ah . Bidang 

perkawinan kendati telah dan selalu 

menjadi wewenang Pengadilan 

Agama, namun dengan berdasarkan 

Pasal 49 huruf  ( i ) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama ditegaskan bahwa Peradilan 

Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara termasuk 

“ekonomi syari’ah”.  Beranjak dari 

kecenderungan  pola penyelesaian 

sengketa yang ada, satu hal yang 

menarik perhatian untuk dilakukan 

kajian lebih lanjut mengenai 

“jurisdiksi pengadilan agama” pasca 

amandemen Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006. Dalam 

pertimbangan perubahan Undang-

Undang Peradilan Agama disebutkan 

bahwa peradilan agama dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sudah tidak lagi sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan hukum 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan amandemen. Sungguh 

amandemen terhadap Undang-

Undang tentang Peradilan Agama ini 

telah membawa perubahan besar 

terhadap kelembagaan pengadilan 

agama khususnya. Salah satu materi 

penting yang diamandemen adalah 

tentang kompetensi absolut 

pengadilan agama. Selama ini 

pengadilan agama hanya memiliki 

kompetensi untuk menyelesaikan 

kasus-kasus hukum da lam bidang 

hukum keluarga. Sebagai contoh 

misalnya: pemutusan perkawinan, 

sengketa waris/wasiat, wakaf, dan 

lain-lain. Akan tetapi setelah Undang-

Undang Peradilan Agama Nomor 7 

Tahun 1989 diamandemen, 

kompetensi pengadilan agama 

menjadi lebih luas, mengandung  

“local characteristics”  seperti 

Ideologi bangsa, kondisi-kondisi 

manusia, alam dan tradisi bangsa, 

juga harus mengandung 



kecenderungan-kecenderungan 

internasional (international trends) 

yang diakui oleh masyarakat dunia 

yang beradab.  Yang menjadi masalah 

adalah sampai berapa jauh 

kecenderungan-kecenderungan 

internasional ini memberikan warna 

di dalam kehidupan hukum nasional, 

baik dalam pembentukan hukum, 

penegakan hukum, maupun 

kesadaran hukum.”1 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.2 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian yang 

berdasarkan pada penelitian 

kepustakaan guna memperoleh data 

                                                             
1 Muladi,  Hak Asasi Manusia, Politik dan 

Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

1997), hal. 63. 

sekunder di bidang hukum. Adapun 

digunakannya metode penelitian 

hukum normatif, yaitu melalui studi 

kepustakaan adalah untuk menggali 

asas asas, norma, teori dan pendapat 

hukum yang relevan dengan masalah 

penelitian melalui inventarisasi dan 

mempelajari bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier. Sumber 

Data Bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang 

mempunyaikekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan seperti:3  

1) Undang-Undang Dasar 1945 . 

2) Undang-

Undang Republik Indonesi

a Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

3) Undang-

Undang Republik Indonesi

a Nomor 3 Tahun 2006 

tentang 

Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 
3Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 



4) Undang-

Undang RI Nomor 50 Tahu

n 2009 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-

Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun1989 tentang 

Peradilan Agama. 

5) UndangUndang RI Nomor 3

0 Tahun 1999 tentang Arbitr

ase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

6) Undang-

Undang RI Nomor 21 Tahu

n 2008 tentang Perbankan 

Syariah 

7) Undang-

undang RI Nomor 48 Tahu

n 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

Bahan hukum 

sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan bahan hukum 

primer yang terdiri dari: buku-buku 

yang berkaitan dengan Peradilan 

Agama, hukum acara perdata, hukum 

acara peradilan agama, dan ekonomi 

syariah.  Teknik Pengumpulan Data 

Seluruh bahan hukum dikumpulkan 

dengan menggunakan studi literatur 

                                                             
4 www.badilag.net, diakses pada tanggal 10 

September   2020 

dengan alat pengumpulan data/ 

berupa studi dokumen dar berbagai 

sumber yang dipandang relevan.  

PEMBAHASAN 

A. Kompetensi Peradilan Agama 

dalam Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syari’ah 

Kompetensi baru Pengadilan 

dalam Lingkungan Pengadilan 

Agama. Secara umum, kompetensi 

pengadilan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu. Kompetensi relatif (relative 

competency) dan kompetensi absolut 

(absolute competency). Kompetensi 

relatif berkaitandengan wilayah, 

sementara kompetensi absolut 

berkaitan dengan orang 

(kewarganegaraan dan keagamaan 

seseorang) dan perkara.4 Setelah 

pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, perluasan 

kompetensi absolut peradilan agama 

dilakukan. Dari segi susunan undang-

undang, ketentuan mengenai 

kekuasaan absolute peradilan agama 

dijelaskan dalam dua tempat; (1) 

ketentuan yang bersifat ”umum” yang 

http://www.badilag.net/


ditetapkan pada bagian dua tentang 

kedudukan peradilan agama; dan (2) 

ketentuan rincian yang ditetapkan 

pada bagian “kompetensi pengadilan. 

Dalam ketentuan mengenai 

kompetensi absolut peradilan agama 

yang bersifat umum ditetapkan bahwa 

peradilan agama adalah salah satu 

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi  

pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai “perkara perdata 

tertentu.” Sementara dalam UU 

Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan 

bahwa peradilan agama  adalah salah 

satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi  pencari keadilan yang beragama 

Islam mengenai “perkara tertentu.”  

Perubahan klausul (dari “perkara 

perdata tertentu” menjadi “perkara te 

rtentu”) menunjukkan bahwa 

peradilan agama memiliki potensi 

untuk memeriksa dan memutus 

perkara perdata yang lebih luas. 

Peradilan Agama adalah salah 

satu badan peradilan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman 

untuk menegakkan hukum dan 

keadilan bagi orang- orang yang 

                                                             
5 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam 

Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2008), 343 

beragama Islam. Secara yuridis 

formal, yurisdiksi Peradlian Agama 

diatur Islam. Menurut UU No. 7 

Tahun 1989, Peradilan Agama hanya 

berwenang menyelesaikan perkara 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. 

Akan tetapi, dengan diberlakukannya 

UU No.3 Tahun 2006, menandai 

lahirnya paradigma baru peradilan 

Agama. Paradigma baru tersebut 

antara lain menyangkut 

yurisdiksinya, sebagaimana 

ditegaskan bahwa “Peradilan Agama 

adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama 

Islammengenai ‘perkara tertentu’ 

sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini”. Kata “perkara 

tertentu” merupakan hasil perubahan 

terhadap kata “perkara perdata 

tertentu” sebagaimana disebutkan 

dalam UU No.7 Tahun 1989. 

Penghapusan kata “perdata” disini 

dimaksudkan agar tidak hanya 

perkara perdata saja yang menjadi 

kompetensi pengadilan agama.5 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum Islam telah menjadi 

hukum positif di Indonesia 

dan sudah diketahui secara 

umum. Awalnya hukum Islam 

hanya meliputi wilayah 

hukum keluarga dan 

kehartabendaa. Dalam 

kompilasi hukum Islam 

tersebut juga mengatur 

mengenai hubungan-

hubungan hukum yang 

bersifat keperdataan, namun 

secara yuridis tidak termasuk 

didalamnya hubungan-

hubungan hukum keperdataan 

yang berdasarkan sistem 

hukum Islam, apalagi dalam 

bidang ekonomi syariah.   

2. Pemerintah telah membentuk 

suatu peradilan khusus yaitu 

Peradilan Agama yang 

awalnya diatur dalam 

Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan 

Agama  dan telah diubah 

dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006. Dalam 

Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dinyatakan, 

kompetensi peradilan agama 

diperluas dengan memasukan, 

antara lain ekonomi syariah, 

sebagai salah satu bidang 

kompetensinya. Artinya, 

Undang-Undang Nomor No. 3 

Tahun 2006 ini menegaskan 

secara eksplisit bahwa 

masalah ekonomi syariah 

telah menjadi kompetensi 

absolut peradilan agama. 

3. Terdapat dua opsi dalam  

penyelesaian sengketa 

ekonomi syari’ah, yakni 

melalui proses litigasi di 

pengadilan atau  non litigasi. 

Pengadilan Agama adalah 

lembaga kekuasaan 

kehakiman yang memiliki 

kompetensi absolut untuk 

memeriksa dan mengadili 

sengketa ekonomi syariah. 

Hal ini sesuai dengan asas 

personalitas ke-Islaman dan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku dan ini tertuang dalam 

Pasal 49 huruf i  Undang-

Undang No. 3 tahun 2006 

tentang Peradilan Agama dan  

Pasal 55 angka 1 Undang-



Undang No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah).  

B. Saran 

Ke depan dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 diharapkan lebih 

memperkuat eksistensi peradilan 

agama sebagai lembaga peradilan 

Islam yang dapat mengadili dan 

menyelesaikan setiap perkara 

perkara yang berkaitan dengan 

hukum syar’i khususnya 

ekonomi syariah. 
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